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PUTUSAN
Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang
diajukan oleh :

Hadi Soefyan bin Hajali, NIK 3604071202800002, lahir di Serang, 12 Februari
1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp.
Solor Lor RT.020 RW.008 Kelurahan Margagiri,
Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi
Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Manjilah binti Suparman, lahir di Jakarta, 11 April 1984, umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Link. Sukadamai
RT.002 RW.007 Kelurahan Panggung Rawi,
Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

19 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon
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dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan
permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya
sebagai berikut :
1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2007 di
hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 268/91/111/2007 tanggal 15 Maret 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga
terakhir tinggal di Link. Sukadamai RT. 002 RW. 007 Kelurahan
Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :
3.1 Rimas Alfhiani, perempuan, lahir di Serang, 17 Maret 2009;
3.2 Irmas Alfhina, perempuan, lahir di Serang, 17 Maret 2009;
3.3 Nisa Arlita, perempuan, lahir di Serang, 18 Desember 2011;
3.4 Aryadila Sabil Hidayatulloh, lahir di Ciputat, 05 November 2016;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2018, rumah
tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
4.1. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, seperti
sudah tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga
membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi di hargai sebagai seorang
suami;
4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan
Pemohon;
4.3. Termohon memiliki sifat curiga berlebihan, sehingga membuat

Pemohon tidak nyaman;
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5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai
puncaknya terjadi sejak bulan Februari 2018, antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada
hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila
permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hadi Soefyan bin Hajali) untuk
menjatuhkan dan mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon (Manjilah
binti Suparman) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon

tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang
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ke persidangan, meskipun menurut  surat panggilan Nomor
213/Pdt.G/2018/PA.Clg. tanggal 11 April 2018 dan tanggal 3 Mei 2017 yang
diperiksa di muka persidangan, ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi
dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara
hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain
sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, karena panggilan terhadap
Termohon tidak sah, sebagaimana surat panggilan Nomor
213/Pdt.G/2018/PA.Clg. tanggal 28 Maret 2018 menerangkan Termohon sudah
tidak tinggal alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang
dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadap di persidangan
meskipun telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim
menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara,
oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum
lain yang bersangkutan;

MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan
1439 Hijriyah, oleh kami oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H,.
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Igbal, S.H.l., M.A. dan H. Shofa’'u Qolbi
Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati,

S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS,

Muhammad Igbal, S.H.l., M.A. Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.
HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa’'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.
Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000;,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 400.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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